BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR "T’L TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang: a.bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri

Mengingat

1.

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam
rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Samosir Tahun
Anggaran 2020 perlu ditetapkan Keputusan Bupati Samosir
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Samosir; )

. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Koperasi, Perindustrian dan  Perdagangan  Nomor :
560/02/BLK-SMR/1/2020, Tanggal 7 Januari 2020, Perihal :
Penyampaian Nama Bendahara Pengeluaran PembantuTA.
2020;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran

‘"Pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahgan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); '

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik...... /



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
“ Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone31a
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4081);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

“Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 25;. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006
Nomor 70 Seri A Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016
Nomor 40 Seri D Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);

16, Peraturan ........ /



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997

tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2018 tentang

19.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan
Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten
Samosir Tahun 2018 Nomor 12 Seri F Nomor 489);

Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

20. Keputusan Bupati Samosir Nomor 420 Tahun 2019 tentang

Penetapan Kepala Satuan Perangkat Daerah Sebagai Pejabat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana

Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja,

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan °sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tersebut pada

Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai

berikut :

1. Mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti
Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran
Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kuasa Pengguna
Anggaran.

- 2. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh

pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan
bukti pengeluaran yang sah. -

3. Dokumen-dokumen yang digunakan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan
pengeluaran mencakup :

a. Buku Kas Umum;

b. Buku pajak PPN/PPh;

c. Bukti pengeluaran yang sah;
d. Buku panjar.

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu
mempertanggungjawabkan secara administratif atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5
bulan berikutnya, dan mempertanggungjawabkan secara

fungsional ........ /



KETIGA

KEEMPAT

fungsional kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset. Daerah Kabupaten Samosir selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah pahng lambat tanggal 10 bulan
berikutnya;
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah petugas
pemungut dan petugas setor pajak dan retribusi.
Kuasa  Pengguna  Anggaran menyampaikan Laporan
pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran atas laporan
pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan
dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal £ MARET 2020

BUPATI SAMOSIR,

RAP LON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ’
Daerah Kabupaten Samosir;

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan;

5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan

Negara di Balige;

Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;

Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;

. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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